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Angket KPK TerancamKandas

JAKARTA - Upaya sejumlah anggota DPR
menggulirkan hak angket terhadap Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) terancam
tak berjalan mulus. Akibat minim
legitimasi, hak angket tersebut berpotensi

kandas ditengah jalan.

Meski usulan penggunaan hak
angket ini telah disahkan me-
lalui rapat paripurna, langkah
berikutnya berupa pembentu-
kan panitiakhusus (pansus) ba-
kal tidak mudah. Jumlah fraksi
yangmendukunghakangketini
terus berkurang. Jika sebelum-
nya fraksi yang menolak dan
melakukan walk out di pari-
purna hanya Gerindra, Demo-
krat, dan Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB), belakangan frak-
silain ikut menegaskan tidak
menjadi bagian pendukung
angket. Mereka adalah Fraksi
Partai Amanat Nasional (PAN),
FraksiPartai KeadilanSejahtera
(PKS), Fraksi Partai Persatuan
Pembangunan (PPP), dan
Fraksi Hanura.

Mayoritas pimpinan partai
politik (parpol) bahkan telah
menyatakandengantegastidak
mendukung dibentuknya pan-
sus dan berjanji tidak akan me-
ngirim  anggotanya  jika
pembentukan pansus tetap
dipaksakan. Meski di antara
fraksi-fraksi itu terdapat
anggotanya yang menanda-
tangani usulan pembentukan
hak angket, halitu dianggap se-
bagai inisiatif pribadiatau bu-
kankeputusan partai.

“Sebagai fraksiyangmenolak

sejakawal, tehtukamitidakakan
kirim anggota ke pansus,” kata
Juru Bicara Fraksi Partai
Gerindra Sodik Mudjahid.

Hal senada disampaikan
Sekretaris Fraksi PKS Sukamta.
Menurut dia, sikap fraksinya
sejak awal sudah tegas, yakni
menolakikutmendukungusul-
anhakangket KPK, “Kamitidak
akan kirim (anggota fraksi-di
pansus), kami tetap konsisten
tidak setuju dengan hakangket
ini,” ujarnya.

Kemarin isyarat penolakan
jugadisampaikan Ketua Umum
DPP Partai Hanura Oesman
Sapta Odang (OSO). Meski ti-
dak secara tegas menyatakan
penolakannya, OSO mene-
gaskan bahwa masalah hukum
harusdipisahkan dari politik.

“Yaproseshukumjalandulu,
baru nanti kalau kegagalan hu-
kumada, baruangket,” ujarnya.

Dia mengaku akan me-
manggil anggota Fraksi Hanura
yang menandatangani usulan
hak angket tersebut karena apa
yang dilakukannya itu tidak
seizin dirinya selaku pimpinan
tertinggi partai. “Saya enggak
tahu angket itu sudah bergulir
karena saya enggak dilapori.
Sayaenggak tahu, makanyasaya
mau panggilhariini,” katanyadi

Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Ketua Umum DPP PAN
ZulkifliHasanmengatakansaat
ini KPK sedang berusaha mem-
bongkar sejumlah kasus besar
yang membutuhkan dukungan
dari pemerintah dan parlemen.
Sementara, di sisi lain, penggu-
naan hak angket oleh parlemen
ujungnya bisa menjatuhkan
pemerintah. Dengan logika itu,
PAN tidak punya alasan untuk
mendukunghak angket KPK.
“Apalagi katanya, (dasar
usulan hak angketnya) soal re-
kaman. Tapikalaurekamansaja,
masadiangket, sih? KPK sedang
bertugas yang begitu penting,
justru sekecil apa pun gangguan
jangan (ada),”katanya.
Sementara itu, tidak adanya
kepentingan publik di balik
usulan hak angket KPK mem-
buat PPP ikut menolak. “Saya
perlu tegaskan, PPP, atas peng-
gunaanhakangketini;ymenolak

“hak angket KPK. Kenapa? Ka-

rena kita melihat tidak ada ur-
gensi hak angket kepada KPK,”
kata Ketua Umum PPP M Ro-
mahurmuzi.

Dengan demikian, praktis
saat ini tinggal beberapa fraksi
saja yang belum jelas sikapnya
apakah akan tetap melanjutkan
pembentukanpansushakangket
atau tidak, yakni Fraksi PDI Per-
juangan, FraksiPartaiGolkar,dan
FraksiPartaiNasDem.

Usulan pembentukan hak
angket KPK telah disetujui
dalam sidang paripurna DPR
pada Jumatlalu (28/4). Usulan
itu ditandatangani 26 anggota
DPR lintas fraksi. Saat penge-
sahanusulan, sidang paripurna

"Sebagai fraksi
yangmenolak
sejakawal, tentu
kamitidakakan
kirimanggotake
pansus.”

SODIK MUDJAHID
Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra

dipimpin Wakil Ketua DPR
Fahri Hamzah. Saat itu dinami-
ka di paripurna cukup dinamis
dengan adanya beberapa ang-
gota yang menyampaikan inte-
rupsi. Tapi Fahri tetap menge-
tuk palu sidang untuk menge-
sahkanhak angket.

" Pembentukanhakangketini
muncul lantaran dipicu ke-
engganan KPK menuruti per-
mintaan Komisi III DPR dalam
rapat dengar pendapat (RDP).
Komisi IIl'meminta agar KPK
membuka rekaman pemeriksa-
an terhadap tersangka Miryam
S Haryani yang disebutkan
diancamoleh sejumlah anggota
DPR jika membongkar kasus
korupsie-KTP.

Lalu bagaimana nasib hak
angket KPK dengan banyaknya
fraksi yang belakangan meno-
lak? Wakil Ketua DPR Taufik
Kurniawan menjelaskan, ada
tenggat waktu 60 hari setelah
hak angket diputuskan dalam
sidang paripurna untuk ditin-
daklanjuti dengan membentuk
pansus. Jika dalam waktu 60
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tidak terbentuk pansusnya,hak

angketotomatis gugur.

: “Setelah 60 harilewat, oto-
matishakangketKPKtidakbisa

dilaporkan ke rapat paripurna,

artinya gugur,” katanya.

Jadi, menurut dia, meski
usulan itu sudah disetujui di
paripurna, apabila fraksi-fraksi
di DPR tidak mengirimkan
nama-namaanggotanyamasuk
dalam pansus, tidak mungkin
terbentuk pansus. Bahkan, ka-
laupun tetap dibentuk, pansus
tidak bisa mengambil keputus-
an tanpa kelengkapan keha-
diran fraksididalamnya.

Peneliti Forum Masyarakat
Peduli Parlemen Indonesia
(Formappi) Lucius Karus meni-
lai pengesahan usulan hak ang-
ket KPK oleh DPR merupakan
keputusan yang ilegal. Sebab
dalam pengambilan keputusan
banyakanggota DPRyangtidak
menyetujuinya. Bahkan Fraksi
Partai Gerindra, Fraksi Demo-
krat, dan Fraksi PKB mempro-
tes keputusan pimpinan DPR
yang dianggap tidak mengako-
modasi suara fraksi yang me-
nolak usulan hak angket KPK
dengan cara keluar dari sidang
paripurna DPRatauwalkout .

‘Jadidarisisiitujelasmenurut
perintah undang-undang se-
tengah dari yang hadir plus satu.
Mestinya ilegal kalau keputusan
diambil tanpa memperhi-
tungkan berapa sesungguhnya
yang mendukung keputusan itu
danmenolak,” kata Lucius.

Di lain pihak, Masyarakat
Anti-Korupsi Indonesia
(MAKI) melaporkan empat
pimpinan DPR, yakni Fahri

(PERIODE 2004-2009)

e Hak angket atas Penjualan
Tanker Pertamina (Lolos jadi
hak angket DPR)

e Hak Angket Penyelengga-
raan Ibadah Haji (Lolos jadi
hak angket DPR)

e Hak Angket Kenaikan Harga
BBM Il {Lolos jadi hak
angket DPR)

e Hak Angket Kisruh Daftar
Pemilih Tetap (DPT) dalam
Pileg 2008 (Lolos jadi hak
angket DPR)

e Hak Angket Kenaikan Harga
BBM | (Ditolak oleh rapat
paripurna)

e Lelang Gula Impor llegal
(Ditolak-olehrapat
paripurna) 3

e Penunjukan Exxonhobil Ltd.
sebagai Pimpinan Operator
Lapangan Minyak Blok Cepu
(Ditolak oleh rapat
paripurna)

Hamzah,Setya Novanto, Taufik

Kurniawan, dan Agus Herma- .

nto, ke Mahkamah Kehormat-
an Dewan (MKD). Alasannya,

merekadinilaimenabrakmeka- -

nisme pengambilan keputusan
dalam rapat paripurna pada
Jumat (28/4) atas hak angket
terhadap KPK.

Koordinator MAKI Bo-
yamin Saiman mengatakan,
terjadi kesalahan prosedur da-
lam paripurnaitu.Pertama, ti-
dakdilakukan voting ketika ada
anggotayang menolakhakang-
ket yang berujung pada aksi
walk out . Padahal dalam UU
MD3 dan Peraturan DPR No-
mor1/2014tentangTata Tertib
DPR (Tatib DPR), tata cara
pengambilan keputusan itu
hanya dua cara, yakni aklamasi

(PERIODE 2009-2014)

e Hak Angket untuk
menyelidiki kejanggalan
bailout Bank Century (Lolos
jadi hak angket DPR)

e Hak Angket Mafia Pajak
yang dipicu kasus Gayus
Tambunan (Ditolak oleh
rapat paripurna)

(PERIODE 2014-2019)

e Hak Angket perihal
Gubernur DKI Jakarta Basuki
Tjahaja Purnama yang tidak
diberhentikan sebagai
gubernur meski bersatatus
terdakwa (Kelanjutannya
tidak jelas)

e Hak Angket terhadap KPK
untuk mengungkap BAP
Miryam S Haryani dalam
kasus korupsi e-KTP (Lolos
jadi hak angket DPR)

danveting ..

Kemudian dalam pengam-
bilan keputusan tidak dilaku-
kan penghitungan anggota
DPR secara-fisik, padahal di-
yakini jumlahnya tidak kuo-
rum. Selainitupengambilanke-
putusan tidak disertai forum
lobi oleh pimpinan, padahal di
rapat apa pun jika ada anggota
ataufraksiyangtidaksetuju, hal
ituperludilakukan.

Terakhir, menurut Boya-
min, daftar pengusul hak ang-
ket seolah ditutup-tutupi.

‘Jadi empat itu kita melihat
mekanisme pengambilan perse-
tujuan anggota DPR tidak
memenuhi syarat. Melanggar
tatatertibdan UUMD3,”ujarnya.

@ rahmatsahid/
kiswondari
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